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Abstrak 

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam konteks pemerintahan desa, Kasi Pemerintahan berperan sebagai unsur 

pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas operasional di 

bidang pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi 

dan efektivitas kasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi di desa grogol 

tahun 2023-2024. Penelitian ini menggunakan metode pendekaatan yuridis empiris, di 

mana pendekatan yuridis digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang terkait 

dengan peraturan bupati sukoharjo tentang kasi pemerintah. Sementara itu pendekatan 

empiris digunakan untuk menganalisis dan melakukan penelitian secara langsung 

dilapangan dan kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, penelitian kualititif dengan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif 

dengan menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara 

sistemik dan sistematik. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas tugas Kasi Pemerintah 

dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, partisipasi 

masyarakat serta kebudayaan, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas 

pelayanan publik, meskipun tantangan masih ada, pelaksanaan tugas Kasi Pemerintah 

telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan dampak positif 

bagi masyarakat. 

Kata Kunci: Kasi Pemerintah, Pelayanan Publik, Pemerintah Desa 

Abstract 

The Village Government is the organizer of government affairs and the interests of the 

local community in the government system of the Unitary State of the Republic of 

Indonesia. In the context of village government, the Head of Government Section plays 

a role as a technical implementing element that assists the Village Head in carrying out 

operational tasks in the field of government. The purpose of this study is to determine 

the implementation and effectiveness of the government section in carrying out its 

duties and functions in Grogol Village in 2023-2024. This study uses an empirical legal 

approach method, where the legal approach is used to identify aspects related to the 

Sukoharjo Regent's Regulation on the Government Section. Meanwhile, the empirical 

approach is used to analyze and conduct research directly in the field and community 

life. This study uses a qualitative approach, qualitative research with an empirical 

approach that is descriptive by describing, interpreting and describing the collected data 

systematically and systematically. The results show that the effectiveness of the duties 

of the Head of Government Section is influenced by legal factors, law enforcement, 

facilities and infrastructure, community participation and culture, all of which 

contribute to improving the quality of public services, although challenges still exist, 

the implementation of the duties of the Head of Government Section has been carried 
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out in accordance with applicable regulations and has a positive impact on the 

community 

Keywords: Head of Government Section, Public Services, Village Government 

 

1. PENDAHULUAN  

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa 

adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Perangkat desa ini mencakup Kepala Wilayah/Dusun 

(atau sebutan lainnya), Pelaksana Teknis Desa, dan Sekretariat Desa, yang semuanya 

berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
1
 Sistem pendukung ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik dalam struktur birokrasi 

yang ada.
2
 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diklasifikasikan sebagai 

badan hukum dengan batas geografis yang ditentukan, diberdayakan untuk memerintah 

dirinya sendiri dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
3
 Melalui desentralisasi, otoritas desa 

diberikan otonomi dalam mengelola urusan mereka, yang meliputi perencanaan 

pembangunan dan pengawasan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4
 

Prinsip otonomi daerah memberikan kekuasaan yang luas kepada pemerintahan daerah, yang 

mengharuskan koordinasi dan tata kelola untuk menyelaraskan inisiatif pembangunan. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, diikuti oleh Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 23 Tahun 2014, peran tata kelola desa telah 

bergeser menjadi "Pelayan Masyarakat."
5
 Dalam kerangka pemerintahan desa, terdapat 

Kepala Bagian (KASI) yang terbagi dalam tiga bagian, yaitu Kepala Pemerintahan, Kepala 

Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Pelayanan. Tujuan dibentuknya Kepala Bagian 

Pemerintahan adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa 

                                                     
1
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4
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dan meningkatkan pemberian layanan kepada masyarakat di berbagai bidang.
6
 

Desa Grogol, yang terletak di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, merupakan area 

yang dipenuhi sawah yang menghampar luas. Tanah yang subur ini menjadi sumber 

kehidupan bagi masyarakat sekitar, yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Namun, seiring 

berjalannya waktu, perubahan signifikan mulai terjadi di daerah ini. Desa Grogol terus 

mengalami transformasi dari sebuah desa agraris menjadi sebuah kota kecil yang ramai. 

Keterlibatan proaktif pemerintah desa dalam menyusun strategi dan melaksanakan inisiatif 

pembangunan telah memainkan peran penting dalam perubahan ini. Kasi Pemerintahan 

sebagai jembatan antara lembaga pemerintahan desa dengan masyarakat setempat, dalam 

pelaksanaan tugasnya harus mencerminkan kejujuran dan akuntabilitas, sebagaimana yang 

ditegaskan Buya Hamka, yang mengemukakan pentingnya integritas dalam kehidupan. nilai-

nilai moral dan etika dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bekerja."Amanah 

adalah sebuah kehormatan, dan setiap orang yang mengemban amanah harus siap 

mempertanggung jawabkannya di hadapan Tuhan dan masyarakat.". Dalam Qs. An-Nisa ayat 

58: 

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. 

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 

 Dalam hal ini, Kasi Pemerintahan diharapkan dapat membangun struktur tata kelola 

yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan perhatian terhadap kebutuhan 

masyarakat. Meskipun demikian, Kasi Pemerintahan di Desa Grogol menghadapi masih 

menghadapi berberapa tantangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian 

Pemerintahan Desa Grogol, terungkap beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan 

tugasnya, seperti permasalahan administrasi kependudukan, kesalahan penyaluran Kartu 

Indonesia Sehat (KIS), dan keterlambatan penyerahan surat keterangan kematian ke 

                                                     
6 D A N Tata dan Kerja Sotk, “Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Membangun Kesadaran 

Memahami Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (Sotk) Abdul,” Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 3 (2024): 

62–70. 
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Dukcapil. Selain itu, kendala sertifikasi tanah dan pemindahan penduduk juga menjadi 

kendala yang harus segera diatasi.
7
 Efisiensi layanan yang diberikan oleh Kasi Pemerintahan 

Desa menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah desa dalam menyelenggarakan 

layanan administrasi. Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, 

efektivitas hukum didefinisikan oleh lima unsur, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak 

hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Tujuan Penelitian ini adalah 

untuk mengetahui implementasi dan efektivitas Kasi Pemerintahan Desa dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya tahun 2023-2024 sesuai dengan yang diamanahkan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2015 dan Peaturan Bupati Sukoharjo No. 29 Tahun 

2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan bekerja sesuai 

dengan kapasitasnya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Efektivitas Implementasi Tugas Dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintah Di Desa Grogol, 

Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023-2024” 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, di mana pendekatan yuridis 

digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang terkait dengan peraturan mentri sosial 

tentang karang taruna. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis dan 

melakukan penelitian secara langsung di lapangan dan kehidupan masyarakat. Penelitian 

yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang memfokuskan pada penerapan atau 

implementasi konkret dari ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum spesifik yang 

terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan melalui pendekatan kualitatif, 

penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif dengan menguraikan, 

menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematik. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Implementasi Tugas dan Fungi Kasi Pemerintah Desa Grogol, Kecamatan Weru, 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023-2024 

3.1.1. Profil Desa  

Desa Grogol terletak di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, dengan sejarah yang bermula 

pada masa Kerajaan Mataram saat daerah tersebut masih berupa hutan belantara. Dikenal 

dengan sebutan "Gunung Seribu", daerah ini dihuni oleh berbagai binatang liar, sehingga 

menjadikannya sebagai tempat berburu bagi para prajurit dan putra mahkota. Istilah "grogol" 

                                                     
7 Satria Ardhi Prasetiya, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, Selasa, 25 Februari 2025, 

Pukul 12:00 WIB. 
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mengacu pada tempat berlindung yang dibangun untuk keselamatan saat berburu. Seiring 

dengan bertambahnya jumlah penduduk, daerah ini berkembang menjadi Desa Grogol yang 

kini memiliki luas wilayah 212.9055 hektare, yang terdiri dari persawahan, tanah kering, dan 

lahan lainnya. Secara administratif, desa ini terbagi menjadi empat wilayah kebayanan, delapan 

Rukun Warga, dan dua puluh Rukun Tetangga, serta berbatasan dengan beberapa desa di 

sekitarnya. Jumlah penduduk Desa Grogol pada akhir tahun 2024 diperkirakan mencapai 4.200 

jiwa, dengan mayoritas beragama Islam. Pendidikan penduduknya bervariasi, dengan jumlah 

lulusan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sarana dan prasarana yang ada di desa ini 

meliputi sarana olahraga, pendidikan, kesenian, dan kesehatan yang menunjang kegiatan 

masyarakat. Pemerintah Desa Grogol mempunyai visi untuk mewujudkan masyarakat yang 

bermartabat, maju, dan sejahtera, dengan misi yang meliputi terselenggaranya tata kelola 

pemerintahan yang jujur dan transparan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Struktur organisasi pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa 

Kasi dan Kadus yang bekerja sama untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan 

kepada masyarakat. 

3.1.2. Landasan Hukum 

Menurut Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, setiap warga negara Indonesia berhak 

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, tanpa dibatasi oleh kekuatan hukum. 

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, 

menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. UU Nomor 6 Tahun 2014 

dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang desa bertujuan untuk mengatur pelaksanaan otonomi desa, 

memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong 

pembangunan yang berkelanjutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 dan 

Perbub No. 29 Tahun 2017 menetapkan tanggung jawab dan peran Kasi Pemerintahan adalah 

melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, penyusuan rancangan regulasi desa, 

pelatihan masalah perlindungan di desa, pelatihan ketentraman dan menghitung masyarakat 

desa, upaya perlindungan masyarakat, pembinaan masalah kependudukan serta melakukan 

pendataan dan pengelolaan profil desa. Hubungan kerja antara Kepala Desa dan perangkat desa 

lainnya, seperti Sekretaris Desa dan Kaur, merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Kasi Pemerintahan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan 

kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Kepala Desa, menerjemahkan arahan strategi ke 

dalam tindakan konkret. Kerja sama dengan Sekretaris Desa diperlukan untuk memastikan data 

dan laporan administrasi disiapkan tepat waktu, sementara Kaur yang mengawasi sektor 
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521 

tertentu harus berkoordinasi dengan Kasi Pemerintahan untuk merancang program yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur keefektifan Kasi 

Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

3.2. Implementasi Tugas Kasi Pemerintah 

3.2.1. Pelaksanaan Fungsi sebagai Unsur Pelaksana Teknis di Bidang 

Pemerintahan Desa 

Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan desa, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 

dan No. 6 Tahun 2023, memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan 

desa, meliputi administrasi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kasi Pemerintah 

bertindak sebagai perantara antara pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga 

membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik serta pemahaman mendalam tentang 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintah 

Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, menyatakan bahwa  koordinasi yang 

baik antara Kasi Pemerintahan dan Kepala Desa adalah yang terpenting. Rapat koordinasi 

yang dilakukan secara berkala juga bertujuan untuk mendiskusikan program-program yang 

akan dilaksanakan dan mempertimbangkan masukan dari Kepala Desa mengenai kendala 

yang dihadapi, sehingga kebijakan yang diusulkan dapat selaras dengan visi dan misi desa 

serta kebutuhan masyarakat. Setelah kebijakan diterapkan, Kasi Pemerintahan bekerja sama 

dengan Kepala Desa untuk menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, yang 

berupa laporan Monografi dan Prodeskel. Proses ini diawali dengan pengumpulan informasi 

dari berbagai sumber, termasuk perangkat desa dan masyarakat, yang mencakup aspek 

demografis, sosial, ekonomi, dan budaya desa. Informasi yang dikumpulkan kemudian 

dianalisis untuk mengidentifikasi potensi, masalah, dan kebutuhan desa, dengan melibatkan 

perangkat desa dan masyarakat untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh. Laporan yang 

dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat 

untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan desa yang lebih tepat sasaran.
8
 

3.2.2. Pelaksanaan Fungsi Sebagai Pelaksana Oprasional Pemerintahan Desa 

Pelaksanaan Pelaksanaan operasional pemerintahan desa mengacu pada peran dan 

tanggung jawab Kepala Pemerintahan Desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan 

program yang telah dirumuskan oleh pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
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Kasi Pemerintah Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, menyatakan bahwa 

tugas pokoknya adalah melaksanakan program dan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan 

fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab tersebut meliputi 

koordinasi kegiatan pembangunan, baik program infrastruktur maupun program sosial, yang 

harus dilaksanakan secara efisien. Komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pihak 

terkait sangat penting untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan melibatkan mereka dalam 

pengambilan keputusan. Selain itu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program juga 

menjadi bagian dari tugas Kepala Pemerintahan untuk memastikan setiap kegiatan 

memberikan dampak positif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kasi Pemerintahan Desa 

juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan administrasi pemerintahan kepada 

masyarakat, termasuk penyediaan surat pengantar seperti surat pengantar pindah, akta 

kelahiran, dan surat pengantar kematian. Dalam pembuatan surat pengantar pindah, mereka 

harus melakukan verifikasi data kependudukan dan memastikan kelengkapan dokumen yang 

dipersyaratkan. Untuk surat pengantar pembuatan akta kelahiran, Kasi Pemerintah 

memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan terekam dengan benar sehingga proses 

pembuatan akta kelahiran di kantor terkait dapat berjalan dengan lancar. Untuk akta 

kematian, Kasi Pemerintah memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan dengan 

memfasilitasi pembuatan surat tersebut secara cepat dan efisien. Terkait migrasi penduduk, 

Kasi Pemerintah juga berperan dalam menghimpun data dan informasi mengenai perpindahan 

penduduk untuk menjaga keakuratan data kependudukan dan memastikan setiap perubahan 

status kependudukan terekam dengan baik.
9
 

3.3. Implementasi Fungsi Kasi Pemerintah 

3.3.1. Manajemen Tata Praja Pemerintahan 

Sebagai Kasi Pemerintahan Desa, fungsi manajemen tata praja pemerintahan, 

khususnya dalam administrasi dan pengelolaan sumber daya, sangat penting untuk menjamin 

lancarnya kegiatan pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintah 

Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, menyatakan bahwa dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, tugas ini mencakup pengelolaan dokumen, pengaturan 

alur informasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tersusunnya sistem administrasi 

yang terstruktur, proses seperti pembuatan surat dan pengelolaan data kependudukan dapat 

dilakukan secara efisien dan transparan. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia, 

                                                     
9 Satria Ardhi Prasetiya, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, Selasa, 25 Februari 2025, 
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keuangan, dan material desa memerlukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan 

dan pelatihan agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan optimal. Pemerintah desa 

berkomitmen untuk menerapkan asas tata kelola yang baik, yang mencakup transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, keadilan masyarakat, dan kesetaraan. Transparansi menjadi prioritas 

dengan menyediakan akses informasi terkait anggaran dan program desa kepada masyarakat, 

serta menyelenggarakan rapat untuk menyampaikan laporan keuangan. Akuntabilitas 

diutamakan melalui sistem pelaporan terbuka yang memungkinkan masyarakat memberikan 

saran. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan difasilitasi melalui rapat desa 

secara berkala, sementara keadilan dan kesetaraan dijaga dengan memastikan semua warga 

memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan program. Pemantauan dan evaluasi program 

dilakukan secara teratur, dengan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kapasitas aparatur 

desa dan terbuka terhadap inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
10

 

3.3.2. Rancangan Regulasi Desa 

Kasi Pemerintahan Desa mempunyai tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi 

aspek pemerintahan di tingkat desa, termasuk membantu Kepala Desa menyusun regulasi dan 

kebijakan, seperti Rancangan Peraturan Desa (Raperdes). Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Kasi Pemerintah Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, menyatakan 

bahwa dalam proses penyusunan Raperdes dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan 

dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Data dan informasi yang relevan 

dikumpulkan untuk memastikan peraturan yang disusun sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Setelah melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam penyusunan, 

Raperdes disosialisasikan untuk memperjelas isi dan tujuannya. Umpan balik dari masyarakat 

kemudian digunakan untuk merevisi Raperdes sebelum disetujui oleh Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah Perdes disetujui, Kasi Pemerintahan melakukan 

pengawasan berkala terhadap pelaksanaannya, dengan mendalami kendala yang muncul dan 

mencari solusi bersama masyarakat dan perangkat desa melalui rapat. Pentingnya melibatkan 

masyarakat dalam pengawasan diakomodasi dengan pertemuan rutin untuk mendengarkan 

pendapat dan saran mereka, sehingga proses pengawasan menjadi lebih transparan. Laporan 

tentang temuan dan analisis hasil pemantauan disampaikan kepada BPD untuk evaluasi dan 

perbaikan. Koordinasi yang baik antara Kasi Pemerintahan dan BPD dilakukan melalui rapat 

                                                     
10 Satria Ardhi Prasetiya, Kepala Seksi Pemerintahan, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, Selasa, 25 Februari 2025, 
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rutin, yang diharapkan dapat meningkatkan komunikasi dan respon terhadap kebutuhan 

masyarakat, serta mempercepat pembangunan desa sesuai harapan warga.
11

 

3.3.3. Pembinaan Masalah Pertananhan Desa 

Peran pemerintah desa sangat penting dalam kemajuan suatu desa, terutama dalam 

melayani masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Kasi Pemerintah Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, menyatakan 

bahwa salah satu tantangan yang dihadapi adalah administrasi pertanahan dan sertifikasi 

tanah. Banyak warga yang lebih memilih mengurus sertifikasi tanah langsung ke Notaris 

PPAT karena alasan kecepatan dan kemudahan akses. Namun, pemerintah desa memiliki 

informasi dan data yang lebih lengkap mengenai batas tanah dan kepemilikan yang sah, serta 

dapat membantu dalam proses verifikasi dan pengukuran tanah untuk mengurangi risiko 

kelangsungan hidup. Pemerintah desa juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya mengikuti prosedur yang benar untuk mendapatkan sertifikat melalui 

pemerintah desa, dengan harapan masyarakat akan lebih tertarik menggunakan layanan 

tersebut di masa mendatang. Penyelesaian konflik pertanahan di tingkat desa merupakan 

tugas penting pemerintah desa, mengingat mengingat tanah sering terjadi karena batas yang 

tidak jelas atau perbedaan pendapat mengenai kepemilikan. Langkah pertama yang diambil 

adalah mediasi antara pihak-pihak yang terlibat, di mana pemerintah desa memfasilitasi 

diskusi untuk menemukan solusi. Selanjutnya, pemerintah desa mengonfirmasi informasi dan 

laporan dari masing-masing pihak, serta dapat melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

untuk pengukuran resmi. Selain itu, pemerintah desa melakukan sosialisasi mengenai hak dan 

kewajiban pemilik tanah untuk mencegah konflik di masa depan. Jika musyawarah tidak 

berhasil, pemerintah desa akan menyiapkan penyelesaian melalui jalur hukum, meskipun 

selalu berusaha menghindari proses hukum yang panjang dan rumit
12

 

3.3.4. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa 

Pembinaan ketentraman dan perdamaian masyarakat di Desa Grogol, Kecamatan Weru, 

Kabupaten Sukoharjo, merupakan tugas Kasi Pemerintahan yang melibatkan koordinasi 

dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi 

Pemerintah Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, menyatakan bahwa 
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melalui program-program seperti pembentukan Linmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) 

yang beranggotakan 30 orang, desa ini berupaya menjaga keamanan dan kenyamanan. 

Linmas berperan penting dalam mengawasi acara masyarakat dan menyelesaikan masalah 

yang muncul. Kerja sama yang erat dengan kepolisian setempat, ditandai dengan 

terbentuknya Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM), juga berkontribusi dalam 

penyelesaian masalah secara damai, sehingga menciptakan suasana aman dan kondusif. 

Selain Linmas, terdapat Kader Siaga Trantib (KST) yang terdiri dari 9 orang, berfungsi 

sebagai garis depan dalam menjaga Keamanan. KST aktif memberikan informasi dan edukasi 

kepada warga mengenai pentingnya menjaga pesan umum serta melaporkan kegiatan 

mencurigakan kepada Linmas dan kepolisian. Sinergi antara Linmas, FKPM, dan KST 

menjadikan Desa Grogol sebagai contoh efektif dalam menciptakan keamanan dan 

kenyamanan bagi warganya. Keamanan dianggap sebagai tanggung jawab bersama, dan kerja 

sama antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga perdamaian 

dan perdamaian di desa.
13

 

3.3.5. Upaya Perlindungan Masyarakat Desa 

Upaya perlindungan masyarakat di Desa Grogol dilakukan melalui program sosial dan 

kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan warga, dengan peran 

Kasi Pemerintahan dalam mengedukasi masyarakat tentang risiko bencana dan pentingnya 

kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan meliputi kemampuan mengenali potensi bencana, tanda-tanda 

terjadinya bencana, dan pengelolaan lingkungan yang rawan bencana. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, 

menyatakan bahwa Inisiatif pencegahan bencana di desa ini melibatkan partisipasi aktif 

warga dalam program mitigasi, termasuk pertemuan dan pelatihan untuk meningkatkan 

pemahaman tentang tindakan yang tepat sebelum, selama, dan setelah bencana. Rencana 

mitigasi yang mencakup langkah-langkah evakuasi dan penanganan darurat, serta kerja sama 

dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menciptakan infrastruktur 

yang lebih tahan bencana. Desa Grogol juga memberikan perlindungan khusus bagi lansia 

melalui dua program utama: Bantuan Iuran Terkendali (BIT) dan Program Keluarga Harapan 

(PKH). BIT mendukung kebutuhan pokok lansia, seperti makanan dan layanan kesehatan, 

sementara PKH bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan bantuan bersyarat 

yang mendorong pendidikan kriteria kesehatan dan pendidikan anak. Pemerintah desa 
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bantuan memprioritaskan alokasi sumber daya untuk memastikan menjangkau semua lansia 

yang membutuhkan, dengan Kasi Pemerintah terlibat dalam pengumpulan data rutin dan 

bekerja sama dengan relawan untuk penyaluran bantuan secara efektif. Melalui inisiatif ini, 

Desa Grogol berupaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan kesejahteraan masyarakat, 

terutama bagi kelompok yang paling rentan.
14

 

3.3.6. Pembinaan Masalah Kependudukan 

Pelayanan administrasi kependudukan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten 

Sukoharjo, merupakan bagian penting dari pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan 

warga, terutama dalam penerbitan akta kelahiran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi 

Pemerintah Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, menyatakan bahwa 

sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan kelahiran dan dokumen-

dokumen yang diperlukan sangat diperlukan. Proses dimulai dengan penyediaan formulir 

perkenalan yang mudah diakses, diikuti dengan pengisian formulir dan pengumpulan 

dokumen pendukung, seperti KTP orang tua dan akta kelahiran dari tenaga medis. Setelah 

verifikasi, Kasi Pemerintah akan membuat surat perkenalan untuk diserahkan ke Dinas 

Dukcapil, dengan target penyelesaian dalam satu hari kerja agar orang tua tidak perlu 

menunggu lama. Informasi mengenai jam operasional Dukcapil dan prosedur pengajuan akta 

kelahiran juga disampaikan kepada masyarakat. Dalam hal pendataan kependudukan dan 

perekaman e-KTP, Desa Grogol menerapkan sistem yang terintegrasi dengan Dukcapil. 

Setiap perubahan data, seperti kelahiran, kematian, atau perpindahan penduduk, langsung 

didata dan dibuat softcopy-nya untuk menjaga akurasi data. Untuk perekaman e-KTP, 

pemerintah desa mendorong warga untuk mengunjungi Dukcapil atau mengajukan 

permohonan secara online, sehingga memudahkan akses layanan tanpa harus menunggu 

jadwal tertentu. Pemerintah desa berperan dalam memberikan informasi lengkap tentang cara 

pengajuan online dan membantu warga memahami prosesnya, terutama bagi mereka yang 

kurang paham dengan teknologi.
15

 

3.3.7. Pendataan dan Pengelolaan Profil Desa 

Desa sebagai institusi otonom yang memiliki tradisi, adat istiadat, dan hukum sendiri, 

serta kewenangan pengaturan ruang yang diatur oleh UU Desa. Kewenangan ini berlandaskan 
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hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, yang bertujuan untuk membatasi 

pelaksanaan urusan pemerintah agar tunduk pada hukum. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Kasi Pemerintahan Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, tekanan 

pentingnya profil desa sebagai gambaran kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. 

Profil desa mencakup data kuantitatif dan kualitatif yang membantu merumuskan kebijakan 

yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Proses pembuatan profil desa 

meliputi pengumpulan data akurat dari masyarakat setempat, tokoh adat, dan lembaga 

swadaya masyarakat, mencakup demografi, potensi sumber daya alam, infrastruktur, 

pendidikan, kesehatan, dan aspek budaya. Profil desa juga berfungsi sebagai alat untuk 

memantau perkembangan dan evaluasi kebijakan yang diterapkan. Dengan data yang jelas 

dan terstruktur, Kasi Pemerintah dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai 

dampak kebijakan terhadap masyarakat. Jika kebijakan terbukti kurang efektif, penyesuaian 

atau penyusunan kebijakan baru dapat dilakukan. Proses evaluasi ini penting untuk 

memastikan manfaat bagi masyarakat desa. Pembuatan profil desa adalah proses 

berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga menciptakan rasa 

memiliki dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan desa. Dengan demikian, 

kebijakan yang diambil merupakan bagian dari upaya kolektif untuk mencapai kemajuan dan 

kesejahteraan bersama.
16

 

 

3.4. Efektivitas Implementasi Tugas dan Fungsi Kasi Pemerintah Desa Grogol, 

Kecamatan Weru, Kabaupaten Sukoharjo Tahun 2023-2024 

Penelitian yang diteliti penulis menggunakan teori efektifitas hukum dari soerjono 

soekanto karena efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektivitas hukum Soerjono 

Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukum atau undang undangnya, faktor 

penegak hukum, faktor sarana dan prasarana faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. 

Peneliti menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto sebagai landasan 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

3.4.1. Faktor Hukumnya Sendiri  

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 dan Perbub No. 29 Tahun 2017 

menetapkan tanggung jawab dan peran Kasi Pemerintahan adalah melaksanakan manajemen 

tata praja pemerintahan, penyusuan rancangan regulasi desa, pelatihan masalah perlindungan di 
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desa, pelatihan ketentraman dan menghitung masyarakat desa, upaya perlindungan masyarakat, 

pembinaan masalah kependudukan serta melakukan pendataan dan pengelolaan profil desa. 

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan perangkat desa lainnya, seperti Sekretaris Desa dan 

Kaur, merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten 

Sukoharjo menyatakan bahwa Kasi Pemerintah sendiri merupakan perangkat desa yang 

bertugas membantu tugas Kepala Desa dalam menjalakan teknis pelaksanaan desa. 

3.4.2. Faktor Penegak Hukum 

Keberadaan aparat penegak hukum. Diperlukan perangkat desa yang terampil dan 

kompeten agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut Soerjono Soekanto, 

efektivitas hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan aparat tersebut, 

yaitu Sejauh mana pejabat/petugas terikat dengan peraturan yang ada, Sejauh mana 

pejabat/petugas dapat memberikan kebijaksanaan dalam tugasnya, Pejabat memberikan 

teladan kepada masyarakat, Sejauh mana tingkat sinkronisasi tugas yang dikaitkan dengan 

pejabat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Grogol, Kecamatan 

Weru, Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa faktor penegak hukum merupakan elemen 

penting dalam efektivitas pelayanan publik, khususnya dalam administrasi kependudukan. 

Menurutnya, penegakan hukum yang baik akan menumbuhkan rasa kepastian dan keadilan 

bagi masyarakat, yang pada selanjutnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah. Dalam pelayanan administrasi kependudukan, penegakan hukum 

berfungsi untuk memastikan bahwa semua prosedur, mulai dari pencatatan dan pendaftaran 

kelahiran hingga penerbitan KTP, dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3.4.3. Faktor Sarana dan Prasarana 

Keberadaan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung penegakan 

hukum serta pelayanan optimal kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Kasi Pemerintahan Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, menyatakan 

bahwa untuk mendukung efektivitas kerja, perangkat desa telah diberikan fasilitas berupa 

laptop masing-masing. Dengan adanya perangkat ini, proses administrasi dan pengelolaan 

data menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Pemberian laptop juga mencerminkan upaya pemerintah desa dalam 

memodernisasi sistem kerja dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Namun, 
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masih terdapat tantangan dalam hal sarana prasarana, terutama bagi lembaga-lembaga seperti 

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang belum memiliki gedung sendiri. Mereka saat ini 

hanya menempati ruangan di Kantor Balai Desa, yang tidak ideal untuk menjalankan 

kegiatan. Penting bagi lembaga-lembaga tersebut untuk memiliki ruang yang memadai agar 

dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas. Desa Grogol sudah memiliki tanah yang siap 

dibangun dan telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk 

mendapatkan bantuan dalam pembangunan gedung tersebut, mengingat keterbatasan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

3.4.4. Faktor Masyarakat  

Peneliti menemukan fakta yang berada dimasyarakat berupa kuisioner yang dibagi 

kepada masyarakat Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut: 

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Kelompok Usia,Pada tahap penelitian ini, terdapat 

karakteristik pada responden penelitian ini berdasarkan usia yaitu kurang dari 20 

sampai dengan diatas 40 tahun, berikut data yang didapatkan oleh peneliti: 

Tabel 1 Data Responden Berdasarkan Jumlah Usia 

No Usia Frekuensi Presentase(%) 

1. >20 11 22% 

2. 21-30 17 34% 

3. 31-40 5 10% 

4. <40 17 34% 

 Jumlah 50 100% 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang berusia kurang dari 

20 sampai dengan diatas 40 tahun adalah keseluruhan yang mengisi kuisioner yaitu sebanyak 

50 orang (100%) 

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Pada tahap penelitian ini, terdapat 

karakteristik pada responden penelitian berdasarkan jenis kelamin yang dibagi menjadi 
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2 golongan, yaitu laki-laki dan Perempuan. Berikut peneliti lampirkan data responden 

berdasarkan jenis kelamin: 

Tabel 2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuesi 
Presentase 

(%) 

1 Laki-laki 28 56% 

2 Perempuan 22 44% 

Jumlah 50 100% 

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden sebagian besar 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 22 orang (56%) dan untuk Laki-laki sebanyak 18 

orang (44%.) 

c. Deskripsi Penelitian Berdasarkan Pekerjaan, Pada tahap penelitian ini, terdapat 

karakteristik pada responden penelitian berdasarkan jenis pekerjaan yang dibagi 

menjadi 7 golongan, yaitu petani, pedagang, PNS, karyawan swasta, buruh, ibu rumah 

tangga, pelajar/mahasiswa. Berikut peneliti lampirkan data responden berdasarkan jenis 

pekerjaan: 

Tabel 3  Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

No 
Jenis 

Pekerjaan 
Frekuensi Presentase(%) 

1. Petani 10 20% 

2. Pedagang 6 12% 

3. PNS 3 6% 

4. 
Karyawan 

Swasta 
8 16% 

5. Buruh 4 8% 
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6. 
Ibu Rumah 

Tangga 
4 8% 

7. 
Pelajar/Mahasi

swa 
15 30% 

Jumlah 50 100% 

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden sebagian besar 

adalah pelajar/mahasiswa sebanyak 15 orang (30%), petani sebanyak 10 orang (20%), 

karyawan swasta sebanyak 8 orang (16%), Pedagang sebanyak 6 orang (12%), buruh dan ibu 

rumah tangga sebanyak 4 orang (8%) dan PNS sebanyak 3 orang (6%) 

d. Deskripsi Penelitian Berdasarkan Pendidikan Terakhir, Pada tahap penelitian ini, 

terdapat karakteristik pada responden penelitian berdasarkan Pendidikan terakhir yang 

ditempuh dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu SD, SMP, SMA/SMK, D3/S1, >S1. Berikut 

peneliti lampirkan data responden berdasarkan Pendidikan terakhir yang ditempuh: 

Table 4 Data Responden Berdasarkan Pendidikan terakhir 

No 
Pendidikan 

Terakhir 
Frekuensi Presentase 

1. SD 1 2% 

2. SMP 7 14% 

3. SMA/SMK 31 62% 

4. D3/S1 8 16% 

5. >S1 3 6% 

Jumlah 50 100% 

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan terakhir yang 

ditempuh responden sebagian besar berada pada tingkat SMA/SMK sebanyak 31 orang 
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(62%), D3/S1 sebanyak 8 orang (16%), SMP sebanyak 7 orang (14%), >S1 sebanyak 3 orang 

(6%) dan SD sebanyak 1 orang (2%).  

e. Deskripsi Penelitian Berdasarkan Lama Tinggal di Desa Grogol, Pada tahap 

penelitian ini, terdapat karakteristik pada responden penelitian berdasarkan seberapa 

lama responden tinggal di desa grogol, yang terdiri dari kurun waktu kurang dari 1 

tahun. 1-5 tahun, 5-10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. Berikut peneliti lampirkan data 

responden berdasarkan Pendidikan terakhir yang ditempuh: 

Table 5 Data Responden Berdasarkan lama tingggal didesa grogol 

No Lama tinggal Frekuensi Presentase 

1. <1 tahun 1 2% 

2. 1-5 tahun 4 8% 

3. 6-10 tahun 2 4% 

4. >10 tahun 43 86% 

Jumlah 50 100% 

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden sebagian besar 

sudah bertempat tinggal di desa grogol selama lebih dari 10 tahun yang terdiri dari 43 orang 

(86%), selama 1-5 tahun yang terdiri dari 4 orang (8%), selama 6-10 tahun yang terdiri dari 2 

orang (4%) dan selama kurang dari 1 tahun terdiri dari 1 orang (2%). 

f. Penelitian berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai siapa kepala seksi 

pemerintah di desa grogol saat ini 

 

Gambar 1 data responden berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat 

mengenai siapa Kasi Pemerintah. 

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang 
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mengetahui mengenai siapa kasi pemerintah didesa grogol saat ini sebanyak 44 orang (88%) 

dan yang tidak mengetahui adalah sebanyak 6 orang (12%). 

g. Penelitian berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai tugas dan fungsi 

kepala seksi pemerintah desa 

 

Gambar 2 data responden berdasarkan tingkat pengetahuan  masyarakat 

mengenai tugas dan fungsi Kasi Pemerintah. 

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang 

mengetahui mengenai tugas dan fungsi kasi pemerintah  Sebanyak 21 orang (42%) cukup 

tahu mengenai tugas dan fungsi kasi pemerintah, sebanyak 20 orang (40%) tahu mengenai 

tugas dan fungsi kasi pemerintah, sebnayak 5 orang (10%) sangat tahu mengenai tugas dan 

fungsi kasi pemerintah, dan sebanyak 4 orang (8%) tidak tahu sama sekali mengenai tugas 

dan fungsi kasi pemerintah. 

h. Penelitan berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai seberapa baik 

kepala seksi pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana teknis pemerintah 

desa  

 

Gambar 3 data responden berdasarkan Tingkat kepuasan masyarakat dalam 

menilai seberapa baik kepala seksi pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai 

pelaksana teknis pemerintah desa 
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Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang menilai 

seberapa baik kepala seksi pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana teknis 

pemerintah desa sebanyak 22 orang (44%) menilai baik, sebanyak 9 orang (18%) menilai 

sangat baik, sebanyak 3 orang (6%)  menilai kurang tahu, dan sebanyak 3 orang (6%) menilai 

kurang tahu menilai seberapa baik kepala seksi pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai 

pelaksana teknis pemerintah desa. 

i. Pelayanan berdasarkan pelayanan yang pernah diterima masyarakat dalam pelayanan 

administrasi seperti (KTP, KK, Surat Keterangan) dari kantor desa 

 

Gambar 4 data responden berdasarkan masyarakat yang pernah menerima 

pelayanan administrasi seperti (KTP, KK, Surat Keterangan) dari kantor desa 

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang pernah 

menerima pelayanan seperti (KTP, KK, Surat Keterangan) dari kantor desa sebanyak 47 

orang (94%) dan yang tidak pernah menerima pelayanan seperti (KTP, KK, Surat 

Keterangan) dari kantor desa adalah sebanyak 3 orang (6%). 

j. Penelitian berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat mengenai kualitas peelayanan 

administrasi yang diberikan 
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Gambar 5 data responden berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat mengenai 

kualitas pelayanan yang pernah diterima seperti (KTP, KK, Surat Keterangan) dari 

kantor desa. 

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang sudah 

pernah menerima pelayanan administrasi seperti (KTP, KK, Surat Keterangan) dari kantor 

desa sebanyak 24 orang (48%) merasa pelayanan yang diberikan memuaskan, sebanyak 17 

orang (34%) merasa pelayanan yang diberikan sangat memuaskan, sebanyak 7 orang (14%) 

merasa cukup dengan pelayanan yang diberikan dan sebanyak 2 orang (4%) merasa kurang 

memuaskan dengan pelayanan yang diberikan. 

k. Penelitian berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai keterlibatannya 

dalam pengambilan keputusan desa 

 

Gambar  6 data responden berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat 

mengenai keterlibatannya dalam pengambilan keputusan desa 

Berdasarkan data responden diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang sudah 

merasa terlibat dalam pengambilan keputusan desa sebanyak 20 orang (40%) merasa selalu 

dilibatkan dalam pengambilan keputusan desa, sebanyak 19 orang (38%) merasa kadang-

kadang dilibatkan dalam pengambilan keputusan desa, dan sebanyak 11 orang (22%) merasa 

tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan desa. 

Dapat disimpulkan berdasarkan responden yang telah mengisi kuisioner sebagai 

perwakilan warga dan muda mudi masyarakat desa grogol sebagian besar sudah mengetahui 

adanya siapa kasi pemerintah desa grogol saat ini beserta tugas dan fungsinya, diketahui juga 

bahwa sebagian besar responden sudah pernah menerima pelayanan administrasi seperti 

(KTP, KK, Surat Keterangan) dari kantor desa. Responden rata rata adalah warga desa grogol 

yang ikut serta dalam memajukan desa guna meningkatkan kualitas desa. Peneliti juga 

menemukan bahwa sebagian besar responden menjawab pelayanan yang  diberikan oleh 
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kantor desa juga sudah memuaskan. Faktor Kebudayaan, Berdasarkan hasil wawancara 

dengan kasi pemerintah Desa Grogol bahwa masyarakat Desa Grogol memiliki budaya 

hukum yang patuh sosial, menaati aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, warga 

masyarakat Desa Grogol juga memiliki budaya gotong royong dan menjaga kerukunan 

karena hal tersebut merupakan kunci dalam mempersatukan masyarakat desa. Budaya hukum 

dan kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan dua hal yang penting, salah satu langkah 

yang diambil untuk meningkatkan budaya hukum adalah melalui edukasi dan sosialisasi 

mengenai berbagai peraturan perundang-undangan, dengan tujuan agar masyarakat dapat 

memahami dan patuh pada hukum yang berlaku. Langkah ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan penegakan supremasi hukum di negara tersebut, karena masyarakat akan lebih 

mendukung dan memahami upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak 

berwenang. Dalam hal ini, pendidikan dan sosialisasi juga dapat membantu mengurangi 

pelanggaran hukum yang terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai peraturan-peraturan 

hukum yang berlaku. 

4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

Implementasi tugas Kasi Pemerintah Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, 

pada tahun 2023-2024 menunjukkan peran yang signifikan dalam melaksanakan fungsi 

pemerintahan desa, termasuk administrasi, pengelolaan sumber daya, dan pembinaan 

masyarakat. Melalui koordinasi yang baik dengan Kepala Desa dan keterlibatan aktif 

masyarakat, Kasi Pemerintah berupaya menyusun kebijakan yang responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya dalam 

pengelolaan administrasi kependudukan, penyelesaian penyelamatan pertanahan, dan 

program mitigasi bencana mencerminkan dedikasi pemerintah desa untuk menciptakan 

lingkungan yang aman dan berkelanjutan. Efektivitas hukum mengenai tugas dan fungsi Kasi 

Pemerintah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk keberadaan hukum 

yang jelas, kompetensi penegak hukum, sarana dan fasilitas yang memadai, serta kesadaran 

dan budaya masyarakat. Dengan dukungan perangkat hukum yang kuat dan aparat penegak 

hukum yang terampil, serta fasilitas yang sudah memadai. kasi pemerintah dapat 

menjalanakan tugas dan fungsi dengan lebih baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

masyarakat Desa Grogol juga memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas dan fungsi 

Kasi Pemerintah, serta telah merasakan pelayanan administrasi yang memuaskan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati 
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Sukoharjo No.29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

dapat disimpulkan bahwa 6 dari 9 tugas dan fungsi kasi pemerintah sudah optimal. 

Dibuktikan dengan data yang didapat melalui wawancara dan juga kuisioner. Berikut tabel 

mengenai tugas dan fungsi yang sudah optimal dan belum optimal 

No Indikator Sudah 

Optimal 

Belum 

Optimal 

1 Unsur 

Pelaksana Teknis Di 

Bidang Pemerintah 

 
 

2 Pelaksana 

Oprasioanl Di 

Bidang Pemerintah 

 
 

 3 Manajemen 

Tata Praja 

Pemerintahan 

 
 

4 Rancangan 

Regulasi Desa 
 

 

5 Pembinaan 

Masalah Pertanahan 

 
 

6 Pembinaan 

Ketentraman Dan 

Ketertiban 

Masayarakat 

 
 

7 Upaya 

Perlindungan 

Masyarakat 

 
 

8 Pembinaan 

Masalah 

Kependudukan 

 
 

9 Penataan Dan 

Pengolahan Profil 

Desa 
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4.2 Saran 

Dari hasil penelitian diatas disarankan berberapa hal sebagai berikut:  

1. Kesi Pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan Kepala Desa dan 

perangkat desa lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang 

diambil selalu responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, 

diharapkan kebijakan yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan aspirasi 

masyarakat desa. 

2. Kasi Pemerintahan perlu berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam 

hal administrasi kependudukan. Hal ini meliputi penyederhanaan proses administrasi, 

peningkatan akses informasi, agar dapat memberikan pelayanan yang cepat dan akurat. 

Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih terbantu dan puas terhadap pelayanan 

yang diberikan. 

3. Perangkat desa harus lebih proaktif dengan melakukan kunjungan langsung ke lapangan 

secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memantau secara langsung berbagai permasalahan 

yang dihadapi oleh masyarakat di desa. Dengan terjun langsung, pemerintah dapat 

mengidentifikasi permasalahan yang ada dan merumuskan solusi yang tepat untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

4. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan perangkat desa sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan efektivitas pemerintahan desa. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif 

dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa. Dengan adanya 

sinergi antara kedua belah pihak, diharapkan dapat tercipta inovasi dan inisiatif yang 

dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara berkelanjutan. 
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